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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pemberian tunjangan kinerja dengan menyesuaikan
jabatan dan kelas jabatan baru berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, perlu diatur mengenai
prosedur pemberian tunjangan kinerja di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembayaran Tunjangan
Kinerja Bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak
sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden
Nomor 130 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Menteri
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Mengingat

Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun
2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 272);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 274);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015
tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil
Menteri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1412);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 29
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
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Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1135);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku
Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1507);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan
pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau

ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan
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organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia.

Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan
kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang
pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan.

Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi
pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis
pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat
kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan
kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar
penggajian.

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang Pegawai, yang disusun dan disepakati bersama
antara Pegawai dengan pejabat sebagai atasan Pegawai
yang bersangkutan.

Jam Kerja adalah rentang waktu Pegawai dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana telah
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat
yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti
pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan
baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu
lebih dari 6 (enam) bulan yang pembiayaan studinya
diberikan oleh lembaga/negara yang mendanai
pelaksanaan Tugas Belajar dan tidak mengikat kecuali
mengikuti sekolah kedinasan.

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai adalah pedoman
sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai
dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan
sehari-hari.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
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Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia.

Wakil Menteri adalah pejabat yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden dan bertugas membantu

Menteri dalam melaksanakan tugas Kementerian.

Pasal 2
Setiap Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja
setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
periode tanggal 23 bulan berjalan sampai dengan tanggal

22 bulan berikutnya.

BAB II

KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 3

Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri

atas:

a. penilaian Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai;

b. target kinerja yang dihitung menurut kategori dan
nilai capaian SKP;

c. kehadiran menurut hari dan Jam Kerja di
lingkungan Kementerian serta cuti yang akan
dilaksanakan oleh Pegawai; dan

d. Pegawai wajib mencatatkan waktu kedatangan dan
kepulangan sesuai dengan ketentuan Jam Kerja
pada mesin pencatat kehadiran secara elektronik di
unit kerja masing-masing.

Perhitungan penentu besaran Tunjangan Kinerja Pegawai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia.



